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PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 1% TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGS] SERTA -*z*A'rA-
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PANT{ SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA
MUSTIKA DHARMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Noﬁ’zot 145
Tahun 2021 telah ditetapkan Pembentukan, Susunan 1 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Umt L

Pelaksana Teknis Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut USI& _
Mustika Dharma Provinsi Kalimantan Barat;

bahwa dalam rangka efisiensi dan - efelmvztas
pelaksanaan tugas dan fungsi di. bidang . rehahamagi'

sosial lanjut usia dan tuna .sosial, pe;lu ciﬂakukan-*i_ e o
evaluasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Panu Soszlal:".' ST

Rehabilitasi Lanjut Usia Mustika Dharma Provu*zsy i
Kalimantan Barat; ' '

bahwa  berdasarkan  pertimbangan 'Sébagaim'arga_ S :
dimaksud dalam huruf b, maka Unit Pelaksana Teknis -~

Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mustika Dharia

Provinsi Kalimantan Barat yang telah - dibentuk:{
berdasarkan Peraturan Gubernur Nm'n@r 145 Tahml” o

2021, perlu dicabut;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan Sebaga;mana:
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu. -

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan'
Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2021 tentang'f-"

FPembentukan, Susunan Orga111sas1 "I‘uﬁas dan’ Fungsu o .
serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial- =~ =
Rehabilitasi Lanjut Usia Mustika, Dharma Provznsl'ff;

Kalimantan Barat;

PERARGHAT BARRAH ASTETIN 1 HEEDA,

PEMRAKARSA




Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara'-_._'ﬁ
Republik Indonesia Tahun 1945; - : ol
Undang-Undang Nomor 25 Tahu'n 1956 teut&ngf_"'_ T
Pembentukan  Daerah-Daerah C)tonom S Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan- Kahmantan S
Timur (Lembaran Negara Republik ‘Indonesia- Tahun S
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Repubhk”;-_;
Indonesia Nomor 1106); e
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 teniang Aparatur}_-_'
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik | Indonesia v
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan- Lembaran Negaz&".:_f.f T
Republik Indonesia- Normor- 5494) _ e BRI
Undang-Undang Nomor 23 Tghun 2014— tentang_::_j_'-_:;f_:'-"_;“
Pemerintahan Daerah  {Lembaran Negaza Republik = = . -
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran__ e
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana.
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan - .
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta -
Kerja (Lembaran Negara’ Repubhk 1ndonesza Tahun 2020'5-"_}:_'
Nomor 245, Tambahan: Lembaran Negara Repubhk; e
Indonesia Nomor 6573); = R S
Peraturan Pemerintah Nomor 18 _-3Tahu'r'1‘-:--20165 :teiit&ii'g"'3' o
Perangkat Daerah {Lembaran Negara Repubhk Indorlema
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara-'i
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagalmaﬁa ‘telah
diubah dengan Peraturan Pemermtah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas. Peraturan P@memntahf
Nomor 18 Tahun 2016 tent&ng Perangkat Daera
(Lembaran Negara Republik’ Indonesia - Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negala Repubhk.._
Indonesia Nomor 6402); :

Peraturan Menteri Dalam Negeri- Nemm 12 ’I‘ahun 201_"

tentang Pedoman Pembentukan dan Klas1f1kas1 Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana: Telmzs; Daerah (Berlta Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomo.‘: 451)

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentaﬂg?i_... S
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prownsz_'_'_-!; S
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah . Provinsi =
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan_}-;
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Nomor 6)'1“:5_
sebagaimana telah diubah- hebe}.apa kali cian terakhir
dengan Peraturan Daerah’ Notor 5 Tahun 2021 tentar

Perubahan Kedua Atas. Peraturan Daerah NGmOr 8

Perangkat Daerah Provinsi Kahmantan Bar at (Lembaran -
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 ‘Nomor.
5, Tambahan Lembaran Daerah Pz cavmsz Kahmant "
Barat Nomor 5); : : :

ARG PEEATORAT DARRAR

ARISTENI | BERDA '
HUEUM I’KE&%@I{&RSPA . . : -




8. Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat -
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 :
Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG  PENCABUTAN

Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan . - |
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Panti -

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 145 TAHUN 2021 =
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS ©
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA -~
TEKNIS PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT - USIA. -

MUSTIKA DHARMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal 1

Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mustika Dharma Provinsi Kalimantan Barat -
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 145), dicabut "
dan dinyatakan tidak berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut : B

1.

Tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Panti Somal e
Rehabilitasi Lanjut Usia Mustika Dharma Provinsi Kaiim&zjtanf_Ba;;ﬁm
di bidang rehabilitasi sosial lanjut usia dilaksanakan oleh Unit 'Peiaksané'_fi

Teknis Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia: Dharma Previ.fgsi - L
Kalimantan Barat. Selanjutnya terhadap tugas, fungsi dan tata "Ié;ez“ja'Uni‘i:'_ e
Pelaksana Teknis Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Musuka Dharma“_{-::' R

Provinsi Kalimantan Barat di bidang rehabilitasi sosial tuna sosial -

dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Anak Promnsz'z--___i

Kalimantan Barat;

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Unit Pelaksana 'I‘ekms i
Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mustika Dharma PI‘OVII’!SI Kahmantan_; B
Barat tetap melaksanakan tugasnya sampai ada penugasan yang baru darz o

Pejabat Pembina Kepegawaian; dan

Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pembiayaan, peralata_n dan
dokumen yang terdapat pada Unit Pelaksana Teknis Panti bos;lal ..
Rehabilitasi Lanjut Usia Mustika Dharma Provinsi Kalimantan Barat =

menjadi tanggung jawab perangkat daerah vang melaksanakan urusan e:h =
bidang sosial.




-4 -

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada bulan Januari 2022 IR
Agar setiap orang mengetahuinya,: memerintahkan penefundangan Peratula_n

Gubernur ini dengan penempatannya dalam - Berita. Daerah Provm sz i_- _' '

Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pon‘tlanak

pada tanggal & ﬁ&g MM é“ § : '_ i

LGUBERNUR MLIMANTAN BARAT

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal & V& 2y
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PR?)VINSI KALIMANTAN BARAT,

SAMUEL

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR - oL




